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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIFF DAN
PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERALL
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 18 Tahun 2012 telah ditetapkan Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Iejak
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 1012
dengan Target Kinerja mengacu pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201:;

. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,
maka dipandang perlu melakukan penyesuaian Target
Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2012 dengan Turget
Penerimaan Pajak Daerah pada Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan FPerataran
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata =

~ara
Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sums:tera
Utara Tahun Anggaran 2012;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumnetera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repiblik
Indonesia Nomor 1103};

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagainiana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke¢dua



10.

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teatang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia
4438) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 28 Tahun 2009 Nomor 130, tamlzhan
Lembaran Negara republik Indonesia 5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Teatang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggiraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

" tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeriatah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran N:gara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara republik Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoaesia

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tihun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Prcvinsi

Sumatera Utara Nomor 6);



Menetapkan

11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Suniatera
Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Fokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Suniatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 1)

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Teatang

Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Lem »aran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 3);

14.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Teitang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendaatan
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Suir atera
Utara Tahun 2010 Nomor 19) ;

15.Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Jtara
Tahun 2010 Nomor 20);

16. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Prcvinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera 'Jtara
Tahun 2010 Nomor 44);

17.Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN .\TAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESAFPNYA
INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Suniatera
Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pene:apan
Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Ir sentif
Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Teahun
Anggaran 2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikuit :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ angka 2 dubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Sekretaris dan Kepala Bidang serta Kepala UPT
masing-masing menerima 7 (tujuh) kali gaji pokok
dan tunjangan yang melekat;

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 3 dubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendihara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sz sing-
masing menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat ;

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ angka 4 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bend:dhara
Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bend:hara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
Pembantu PPK, Pengurus Barang, Koordinator
Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru), dan Admin
Komputer masing-masing menerima 5 (lima) kai gaji
pokok dan tunjangan yang melekat ;

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c¢ angka 5 diabah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Pegawai Dinas dan UPT serta Tenaga Honorer me sing-
masing menerima 4 (empat) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat ;

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), kata “daftar” diubah menjadi
kata “data”.



6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga beibunyi
sebagai berikut:

(3) Target Kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada taznggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintehkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Suiratera

Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Februari 2013

Plt. GUBERNUR SUMATERA U''ARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal

14 Fbrumrt A0i3

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

PENETAPAN INSENTIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR
TANGGAL

LARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU DALAM

1 TAHUN 2013

13 FEBRUARI 2013

No JENIS PENERIMAAN TARGET PENERIMAAN TRIWULAN I TA. 2012 TRIWULAN II TA. 2012 TRIWULAN III TA. 2012 TRIWULAN IV TA. 2012 JUMLAH
TA. 2012 REALISAST MINIMAL| BESARAN REALISAST MINIMAL BESARAN REALISASI MINIMAL BESARAN REALISAST MINIMAL BESARAN REALISASI MINIMAL BESARAN
(Rp.) (s/d 31 Maret 2012) INSENTIF (s/d 30 Juni 2012) INSENTIF (s/d 31 Oktober 2012.) INSENTIF (s/d 31 Desember 2012) INSENTIF TA. 2012 INSENTIF
(15%) (Rp.) (40%) (Rp.) (75%) (Rp.) (100%) (Rp.) (Rp.) TA. 2042
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 Pajak Kendaraan Bermotor 1,199,237,457,346 178,685,618,602 5,360,568,558 476,494,982,938 8,934,280,930 893,428,093,010 12,507,993,302 1,199,237,457,346 9,174,280,930 1,199,237,457,346 35,977,123,720
2 |Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1,831,170,310,782 257,286,968,600 7,718,609,058 686,098,582,932 12,864,348,430 1,286,434,842,998 18,010,087,802 1,831,170,310,782 16,342,064,034 1,831,170,310,782 54,935,109,323
3 |Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 755,000,000,000 104,625,000,000 3,138,750,000 279,000,000,000 5,231,250,000 523,125,000,000 7,323,750,000 755,000,000,000 6,956,250,000 755,000,000,000 22,650,000,000
4 {Pajak Air Permukaan 50,000,000,000 1,890,000,000 56,700,000 5,040,000,000 94,500,000 9,450,000,000 132,300,000 50,000,000,000 1,216,500,000 50,000,000,000 1,500,000,000
JUMLAH ..ccoee, — 3,835,407,768,128 | 542,487,587,202 | 16,274,627,616 | 1,446,633,565,870 | 27,124,379,360 2,712,437,936,008 | 37,974,131,104 3,835,407,768,128 | 33,689,094,964 | 3,835,407,768,128 | 115,062,233,044

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO




